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ABSTRAK

Jalhuni/222016232/2020/Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Pajak
Hiburan di Kota Palembang (Studi Kasus pada Wajib Pajak Hiburan Kota
Palembang)/Perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hiburan dalam meningkatkan
pajak hiburan yang ada di kota palembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif,
dengan menggunakan data sekunder berupa wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian
ini adalah 189 wajib pajak hiburan di kota Palembang. Sampel diambil berdasarkan ketentuan
solvin sehingga didapatlah 65 wajib pajak yang akan menjadi sampel. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif, teknis analisis yang
digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan maupun
menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak hiburan di Kota
Palembang. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan sosialisasi bagi wajib pajak
agar wajib pajak lebih memahami apa yang menjadi kewajiban mereka dalam ikut serta
menyokong pembangunan daerah.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, pajak hiburan.
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ABSTRACT

Jalhuni/ 222016232/ 2020/ An Analysis of Taxpayer Compliancein Increasing Entertaiment
Tax at Palembang City (Case Studyof Entertainment Tax of Palembang City)/Taxation.

This research aimed to determine the compliance of entertainment tax in increasing
entertainment tax at Palembang city. This research was descriptive, using secondary data in the
form of interviews and questionnaiers. The population in this research were 189 entertaiment
taxes at Palembang city. Samples were taken based on the provision of Solvin to obtain 65 tax
payers who would become samples. The data analysis in this research was quantitative an
qualititative, and the technical analysis was descriptive qualitative analysis which expalined and
presented the factors that influence taxpayers in paying entertainment taxat Palembang city.
The results of the research showed that the importance of increasing socialization for taxpayers
so that taxpayers understand better what their obligatins were in contributing to regional
development.

Keywords: taxpayer compliance, entertainment tax
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi yang adil, makmur dan merata merupakan
tujuan dari pembangunan Nasional bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi
yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi suatu bangsa dan
menunjukkan bahwa suatu Negara telah berhasil meningkatkan ekonominya.
Sebuah Negara dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi
masyarakatnya tinggi. Untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau
Negara dalam hal meningkatkan pembangunan ekonominya tentu
membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah Indonesia harus
bisa menggali sumber-sumber dana yang berasal dalam Negara, salah satunya
yaitu berupa pajak.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018: 3) secara umum Pajak
merupakan pungutan yang diperoleh dari masyarakat dan dikelola oleh
Negara (Pemerintah) yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Adapun
untuk pemungutan pajak, wajib dibayar oleh warga negara baik secara
perorangan atau badan usaha dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Pemungutan pajak bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi/balas jasa) secara langsung. Hasil pemungutan pajak tersebut
dipergunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum termasuk

pengeluaran pembangunan.



Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara
maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi
kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak
telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak
tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan
penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan
merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak, sehingga
dibutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi guna memaksimalkan jumlah
pajak yang dapat diterima. Apabila masyarakat sadar dan patuh dalam
membayar pajak terhadap peraturan-peraturan pajak yang berlaku maka
akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan
kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Sumatera Selatan atau Kota Palembang merupakan salah satu daerah
Otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik
program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk dapat
memenuhi membiayai pembangunan, Pemerintah kota Palembang berusaha
untuk meningkatkan pendapatan Daerah melalui perbaikan administrasi dan
pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) mempunyai tugas
melaksanakan sebagian pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantu dibidang pendapatan daerah. Badan Pengelola Pajak Daerah

Daerah (BPPD) kota palembang harus terus berusaha untuk meningkatkan



pendapatan khususnya dalam memaksimalkan dan mengoptimalkan adalah
Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan juga salah satu pajak yang memiliki pendapatan yang
cukup signifikan, terlebih di Kota Palembang memiliki destinasi yang
menjadikan wisata tersebut dipungut menjadi Pajak Hiburan. Pajak Hiburan
dipungut juga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02
Tahun 2018. Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan menjadi
salah satu lokasi industri yang menarik bagi para pelaku usaha, salah satu
sektor industri yang berkembang pesat saat ini di kota Palembang yaitu
sektor hiburan. Tiap tahun jumlah wajib pajak hiburan meningkat dan
tentunya hal ini seharusnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak
hiburan.

Menurut Dwikora Harjo (2019: 78) Kepatuhan perpajakan adalah
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan
dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain
wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi dan
melaksanakan ketentuan yang berlaku. Secara sederhana kepatuhan wajib
pajak adalah menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Derajat atau
tingkat kepatuhan dapat diukur dengan adanya tax gap, yaitu perbedaan

antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang



dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, kepatuhan pajak merupakan salah
satu komponen penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Meningkatkan Pajak Hiburan di Kota Palembang seperti ini sebelumnya
telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya, Penelitian
yang dilakukan oleh Mika dan Wayan (2015) dalam jurnalnya yang berjudul
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota
Denpasar. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan path analysis
menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan
pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaru positif terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan di
kota Denpasar. Sedangkan kualitas pelayanaan dan pemeriksaan pajak
berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib
pajak melalui kesadaran wajib pajak membayar pajak hotel, pajak restoran
dan pajak hiburan di Kota Denpansar.

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan, yang
merupakan kota terbesar kedua disumatera. Kota Palembang merupakan
salah satu daerah Otonom yang telah melaksanakan program-program
pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka
panjang. Kota Palembang sebagai kota Metropolis, sehingga memiliki
banyak sekali peluang usaha, salah satunya masyarakat berlomba-lomba

untuk membuka bermacam-macam usaha yang dilakukan seperti membuka



usaha hiburan, restoran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini masyarakat tidak
dapat seenaknya membuka usaha karena setiap kegiatan usaha yang akan
dilakukan harus memiliki izin terlebih dahulu.

Dikota Palembang, saat ini banyak sekali terdapat tempat hiburan dan
jika dilihat dari segi peminatnya tempat hiburan cukup banyak yang
meminati tempat hiburan alasannya karena untuk refresh otak yang sudah
penat dengan pekerjaan dan ada pula yang hanya sekedar untuk
menghabiskan waktu luang untuk berkumpul dengan keluarga, teman dan
lain sebagainya. Maka dari itu, tempat hiburan juga merupakan salah satu
investasi pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah
melalui pajak hiburan. Pajak hiburan dikota Palembang telah diatur
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2018.

Adapun besarnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di
kota Palembang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Palembang
Periode Tahun 2015-2019

Dalam Rupiah
Tahun Target Pajak Hiburan Real{liisslsliljij ak Y%
2015 11.500.000.000 12.608.936.834 109,64
2016 15.815.739.168 16.940.747.310 107,11
2017 21.818.000.000 22.228.414.984 101,88
2018 29.500.000.000 29.632.767.012 100,45
2019 81.120.000.000 32.910.634.063 40,57

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2020




Berdasarkan dari Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan
atau target pajak hiburan di Kota Palembang pada kurun waktu Tahun 2015-
2019 terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk realisasi pajak hiburan
itu sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika dihitung
melalui presentase dari tahun 2015-2018 realisasi penerimaan pajak hiburan
di kota Palembang masih berada dikisaran 100%, akan tetapi pada tahun
penerimaan target pajak hiburan dikota Palembang tahun 2019 mencapai
sebesar Rp. 81.120.000.000 sedangkan untuk relisasi penerimaan pajak
hiburannya yaitu sebesar Rp. 32.910.634.063 hal ini menyebabkan
persentase pendapatan atau penerimaan pajak mengalami penurunan yang
sangat drastis hingga diperoleh presentase 40,57%. Dari data Target dan
Realisasi Pajak Hiburan di kota Palembang tahun 2019 tersebut, terdapat
fenomena masalah yang menyebabkan tidak tercapainya target dan realisasi
pajak hiburan tahun 2019 dikota Palembang. Menyinggung masalah target
dan realisasi pajak yang didapatkan pada tahun 2019 di kota Palembang
tidak tercapai dikarenakan target yang terlalu tinggi. Hal ini didapat dari
hasil wawancara yang dilakukan ke salah satu Badan Pengelolaan Pajak
Daerah (BPPD) kota Palembang didapat bahwa tidak tercapainya target dan
realisasi pajak hiburan pada tahun 2019 dikarenakan target pajak hiburan
yang terlalu tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun jenis usaha yang termasuk kategori pajak hiburan di kota

Palembang tahun dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Tabel 1.2
Jenis Usaha yang Termasuk Kategori Pajak Hiburan
di Kota Palembang Tahun 2019

No. Jenis Hiburan Wajib pajak %
1 Permainan Ketangkasan 23 12.2
2 PPUT 55 29.1
3 Spa 14 7.4
4 Karaoke 31 16.4
5 Diskotek 3 1.6
6 Bioskop 7 3.6
7 Billiard 6 3.2
8 Fitness 10 53
9 Permainan Olahraga 5 2.6
10 Insedentil 35 18.5

Jumlah 189 100

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang, 2020

Berdasarkan dari Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat jumlah
wajib pajak hiburan yang ada di kota Palembang s/d tahun 2019 yaitu 189
Wajib Pajak yang terbagi menjadi 10 jenis bidang usaha yang di BPPD kota
Palembang. Adapun 10 jenis bidang usaha tersebut adalah permainan
Ketangkasan, PPUT, Spa, Karaoke, Diskotek, Bioskop, Billiard, Fitness,
Permainan Olahrga, Insedentil.

Dengan adanya fenoma masalah yag terjadi Adanya penerimaan pajak
hiburan disuatu Daerah harusnya berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan
wajib pajak bagi masyarakatnya dan harus sesuai dengan peraturan yang ada.
Berdasarkan uraian tersebut, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Meningkatkan Pajak Hiburan Di Kota Palembang”.




B. Rumusan masalah

C.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan

yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepatuhan wajib

pajak hiburan dalam meningkatkan pajak hiburan kota Palembang?

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang

ingin penulis capai adalah Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak hiburan

dalam meningkatkan pajak hiburan kota Palembang.

Manfaat penelitian

Berdasarkan Tujuan dari Penelitian diatas, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1.

Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman penulis tentang kepatuhan wajib pajak hiburan di kota
Palembang.

Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang
memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan mengenai faktor-faktor kepatuhan wajib pajak hiburan
di kota Palembang

Bagi Almamater

Bisa dijadikan pertimbangan referensi dipenelitian selanjutnya dan

dapat menambah pengetahuan di bidang pajak hiburan.
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